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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Colol,
Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sudah ada jauh
sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ulayat
tersebut pada kenyataannya masih dikelola dan dikuasai bersama oleh
masyarakat hukum adat yang diwakili oleh sistem kepemimpinan dalam suatu
kelembagaan adat beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya.
Masyarakat tersebut masih terikat oleh tatanan hukum adat mengenai
pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat atas tanah yang berlaku,
diakui dan ditaati oleh masyarakat hukum adat setempat. Sengketa/konflik
yang terjadi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, pada umumnya
diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa adat yang masih
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
Timur belum berupaya dan memiliki kemauan untuk membuat suatu kebijakan
berupa Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan
perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat
setempat. Hal tersebut, berimplikasi pada tidak adanya jaminan perlindungan
dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat

atas tanah oleh masyarakat hukum adat. Sejauh ini, adapun upaya yang
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dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana
terdapat dalam hasil Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama
Taman Wisata Alam Ruteng, yaitu akan diterbitkan Peraturan Daerah yang
secara khusus lebih kepada penguatan kelembagaan adat yang ada.
. Saran

Dalam rangka otonomi daerah, melalui kewenangan yang dimiliki oleh
pemerintah daerah, maka sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu eksekutif bersama
legislatif (DPRD) untuk sesegera mungkin merumuskan dan membentuk
peraturan daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan
hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup,
khususnya di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten
Manggarai Timur. Hal tersebut, selain memberikan jaminan kepastian hukum
mengenai hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, juga sangat
dibutuhkan manakala orang atau masyarakat luar maupun pemerintah hendak
berhubungan atau melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan hak

ulayat atas tanah masyarakat hukum adat bersangkutan.
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Lampiran 1

K[:ISEPAKATAN BERSAMA TiIGA PILAR
 DALAM RANGKA PELESTARIAN TWA. RUTENG
DI CENDANG INDUK COLOL, 12 DESEMBER 2012

Pada hari ini Rabu 12 Desember 2012, kami yang b{crtanda tangan di bawah ini mewakili Tliga Pilar
telu sir) telah melakukan Lonto Leok (musyawarah bersama) di Gendang Induk Colol dan
menyepakati beberapa hal sebagai berikut : jis :

b 18

<3

Kesepakatan 3 Pilar adalah upaya untuk melakukan pengamanan kawasan hutan di TWA
Ruteng, demi kepentingan konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat, dengan
berpegang pada prinsip saling percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Forum Lonto Leok mengusulkan 2 pilihan, khususnya terhadap status kawasan Lingko, yang
diduga masuk ke dalam kawasan TWA Ruteng, sebagaimana diuraikan pada butir 3 di bawah
ini.

pilihan 1 : Blok Khusus
Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat Colol yang disebut sebagai

Lingko (kebun,ladang, p kiman), yang saatini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng,
dapat ditatapkan jadi Blok Kt (Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 dan

* Permenhut Nomor P.56/Menhut-1I /2006, Tahyn 2006). Implikasi hukumnya adalah :

a. Kawasan yang (diduga) tumpang tindih terscbut masih merupakan bagian dari TWA
Ruteng. : ‘

b. Pada Blok Khusus tersebut dap3t dilakukan kegiatan masyarakat secara tradisional seperti
pertanian/perkcbunan, dengan catatan tidak ada lagi perluasan ke dalam wilayah puar.

c. Proses penetapan Blok Khusus menjadi kewenangan Dirjen Perlindungan Hutan dan
Knservasi Alam atas usulan BBKSDA NTT. Waktu yang diperlukan 1 (satu) tahun, dimulai
dari Januari 2013.

Pilihan 2 : Dikeluarkan : 5

Bahwa terhadap kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat Colol yang disebut sebagai

Lingko, vang saat ini diduga tumpang tindih dengan TWA Ruteng, dikeluarkan dari kawasan

TWA Ruteng. Implikasi hukumnya adalah : ) .

a. Prosesnya melalui perubahan fungsi (scbagian Lingko yang terbukti tumpang tindih dengan
TWA Ruteng), dan diusulkan oleh Pemkab Mangarai Timur melaiui Gubernur kepada
Menteri Kehutanan, melalui proses revisi Tata Ruang Kab. Manggarai Timur. "

b. Diperlukan.waktu lebih lama (2 tahun atau lebih), dan diperlukan proses pengawalan baik
di tingkat “kabupaten, provinsi, dan di nasional. BBKSDA NTT hanya berwenang
memberikan ‘rekomendasi bahwa kawasan tersebut layak secara hukum, dengan
mempertimbangkan aspck kesejarahan keberadaan masyarakat (hukum) Adat Colol.

Masyarakat adat Coiol akan segera memusyawarahkan di ingkat Gendang untuk memutuskan
pilihan 1 atau 2 dan selanjutnya akan disampaikan kepada Para Pihak -

Baik pilihan 1 atau pilihan 2, tetap periu dilakukan kegiatan pemectaan partisipatif yang
dilaksanakan oleh 3 Pilar/Telu Siri, sehingga dapat dipastikan batas-batas Lingko daa Puar,
serta adanya tumpang tindih batas antara Lingko, Puar dan batas Zaman Belanda atau batas

. TWA Ruteng. -

Sambil menunggu proses tersebut di atas, perlu dilakukan pengamanan kawasan, khususnya
Puar untuk mencegah herusakan. Pengamanan sebaiknya segera dilakukan secara terpadu
dengan melibatkan unsu} dari 3 pilar.

}

Masyarakat adat Colol masih dapat melakukan aktifitas pada lingke-lingko ~yang diduga
tumpang tindih dengan TWA Ruteng sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut sesuai

- dengan pilihan masyarakat adat.

Bahwa wilayah Adat yang disebut sebagai Puar tetap difungsikan sebagai kawasan hutan
(bagian dari TWA Ruteng) dan dapat ditetapkan sebagai Blok Tradisional. Apabila masyarakat

L-3.1
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memerlukan-hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu untuk keperluan dalam skala kedil,
dapat dilakukan melalui kesepakatan 3 Pilar/Telu Siri.

Pelanggaran-pelanggaran dibidang kehutanan. seperti penebangan kayu, penggarapan laban di--
wilayah Puar dan /atau Pong akan diselesaikan secara adat paling banyak tiga kali. Terhadap
pelaku yang mengulangi perbuatan melebihi ketentuan akan diproses sesuai dengan

b

peraturan perundangan yang berlaku. i

Ir. Wiratno, MSc. (BBKSDA NTT)

Drs. Nikodemus Dampuk, M_M.(DishutManggarai Timur) {
Rm. Christianus Sony Iga, Pr. (Pafoki Colol) -3
Yohanes Ripin ( Tu'a Golo Colol)
Mikael Nak (Tu'a Teno Coiol)--’
Aloysius Lehot (Tu'a Golo Biting)
Nikolaus Nangkur (Tu'é Golo Welu)
Smnislau§ Babu (Tu'a Teno Tangkul)
Marselinus Subadir (Kades Colol) ;

Damianus Meus, A.Md. (Kades Rende Nao)

Yoseph Danur (Tokoh Masyarakat)

Cornelis Basot (Tokoh Masyarakat)

Jon F Basri (Tokoh Masyarakat)

Lasarus Gandur (Tokoh Pendidikan)

Lodovikus Vadirman (Tokoh Muda Gendang Tangkui)
Falens Tombor (Tokoh Muda Gendang Colol)

Teby Sarok (Tokoh Muda Gendang Biting)

Serma Lasarus Harsan (Babinsq_ Mano)

Aipda Jonathan T. Lembang (Kapolsubsektor Mano)




Lampiran 2

RUMUSAN HASIL MUSYAWARAH TIGA PILAR
DESA COLOL, DESA ULU WAE, DESA WEJIANG MALI, DESA RENDE NAO |
DI RUMAH GENDANG INDUK COLOL
KECAMATAN POCO'RANAKA TIMUR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Pada hari ini jumat tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas bertempat di
Gendang Induk Colol telah disepakati hal — hal sebagai berikut:

1. Sudah pernak dilakukan ‘rapat/ Lonto Leok masyarakat adat Colol di Aula Paroki Colol pada
tanggal 18 Maret 2013 dan menyepakati hasil Lonto Leok pada tanggal 12 Desember 2012 pada
pilthan kedua dilengkapi dengan dokumen kesepakatan termasuk kesepakatan pada tanggal 18
Maret 2013 F =

7 .Perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani di 4 (empat) Gendang dan 4 (empat)
Desa dan satu Paroki

3. Pembentukan sekretarlat bersama tiga pilar yang berada di Gendang Induk Colol, tanggal 27
Oktober 2013 tempat di Gendang Biting. Dengan Inisiator 4 Kepala Desa (Desa Colol, Desa Ulu
Wae, Desa Wejang Mali, Desa Rende Nao), dengan penggerak yaitu Kepala Desa Ulu Wae -

4. Penelurusan dokumen — dokumen tapal batas (tata batas tahun 1998, dan peta partisipatif yang.
dibuat oleh masyarakat adat) dan pengecekan tapal batas di lapangan secara bersama tiga pilar,

pada bulaj 'November. 2013. BBKSDA NTT dikoordinasi oleh Kepala Resort TWA Ruteng Wilayah Il
{Agustinus M. Senin), dibawah pengawasan Kepala SKW il (Yohanes B. Fua, S.Hut). Sedangkan
paﬁﬁibaga adat yang mengkoordinasi yaitu Tu’a Teno Colol (Mikael Nak), Tu’a Golo Colol
(Yohanes Ripin), Tu'a Golo Biting (Aloysius Lehot), Tua Teno Biting (Ambrosius Adar), Tu'a Golo
Welu (Nikolaus Nangkur), Tu'a Teno Welu (Bernadus Salut), Tu'a Golo Tangku! (Frans Hanim),
Tu'a Teno Tangkul (Stanislaus Babu). Tokoh masyarakat (Yoseph Danur, Kornelis Basot) dan
WALHI NTT (Pius Hamid, S.Fil) i :

S. Lonto Leok untuk membahas peta hasil penelusuran tersebut yang diikuti Tiga Pilar di Gendahg
Colol, dilaksanakan pada bulan Desember 2013

—

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Colol, awal tahun 2014:
a. Pelatihan pemberdayaan kelompok tani :

Pelatihan untuk kelompok wanita tani

Pengembangan ternak kambing/sapi dan ikan air tawar

Pengembangan koperasl di tingkat gendang

Pengembangan proses‘budidaya hingga pasca panen dan pemasaran tanaman kopi

o o p o

7. Patroli bersama Tiga Pilar yang dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan di wilayah Colol.
mulai 2014

(/3. Bahwa rumusan ini akan dikoordinasikan dalam rapat di tingkat Kabupaten untuk mendapatkan
pencermatan dan dukungan pada tahun anggaran 2014

202
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9. Rumusan ini agar dapat disampafkan kepada para pihak yang berhalangan hadir.

Demikian hasil rumusan Ini dibuat untuk dapat men}adl pedoman bersama dalam impler | entast Tiga:
Pilar. : .

Colol, 18 Okkober 2013

1. Blasius Tabur, SH (Msten Adm. Pemerintahan & Kesra Kab.
Manggarai Timur) .

2. Ir. Wiratno, M.Sc. (Kepala Balai Besar KSDA NTT)

3, A Drs. Nikodemus Dampuk, MM (Kabid, PHKA Dishut
Manggarai Timur)

4, Yohanes Ripin (Tu"a Golo Colol)
S, Mikael Nak (Tu'a Teno Colol)

6. Ambrosius Adar (Tu'a Teno Bltlng)

7. Marselinus Subadir (Kades Colol)

8. Stefanus Basri Sarok {Kades Ulu Wae)

9,  Paulus Jemui (Kades Wejang Mali)

10 Yoseph Danur (Tokoh Masyarakat)

11, Ir. Gorgonius D. Bajang (Tokoh Masyarakat)

12.  Albert Ranus, B.Sc (Tokoh Masyarakat)

13. Nobertus Teming (Tokoh Masyarakat)
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Lampiran 3 _
PERTEMUAN PEM BENTUKAN KEPENGURUSAN TIGA PILAR

: .
(MASYARAKAT ADAT COLOL)

Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Oktober , 2013 bertempat di Gendang Biting telah meényepakati

hal-hal sebagai berikut:

I Untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam kepentingan 3 pilar Masyarakat adat Colol
maka diperlukan sekretariat untuk empat Gendang, empat Desa dan paroki St, Petmé Colol, yang
.. .ada di wilayah adat Colol: :
(] _Gendang coloi suda ditetapkan sebagai pusat sekretariat. Y
2. Sekretariat membutuhkan personil untuk menjalankan tugas-tugas 3 Pilar maka, ditetapkan
penﬁng adanya struktur Kepengurusan yang terdiri dari: 5
l’ciindung/pcmmgﬂ“ ng jawab I:
. - Ta Golo danTua Teno Colof
: ’ - Tua Golo dan Tua Teno Biting
- Tua Golo .dan Tué Teno Welu
- Tua Golo dan Tua Teno Tangkul
Pelindung/penanggung jawab 1
- Kepala Desa Colol
- Kepala Desa Ulu Wee
- Kepala Desa Wejang Mali
Kepala Desa Rende Nao

Pelindung/penanggunjawab IXI

- Pastor Paroki St. Petrus Colol .
3. Membentuk kepengurusan seperti. ketua sekretaris bendahara dan seksi-seksi seperti yang maksud

dalam no 2 di atas adajah:
- Ketua : Marsel Subadir

- Sekretaris  : Yoseph Danur
- Sekretaris IJ: Stefanus Basti Sarok
- Bendahara  : Kornelis Basot



Demikian hasil rapat bersaraa di tingkat masyarakat adat colol yang di jalankan di Gendang Biting

yang di hadiri 3 unsur dalam tiga pilar dan suda merupakan ketetapan yang tidak dapat diganggu gugat

- Scksi-scksi
1oSekear TIUNAS
Gendang, Biting
CGending Colol
Gendang Tangkul
. Gendang, Welu
2. Scksi Dana _
Gendang Colol
Gchdang Biting
Gendang Welu

Gendang Tangkul

dikemudian hari.

s

Marsel Subadir (KADES COLOL)

2. Stefanus Basri Sarok, A.Md (KADES ULU WAE)
3. Paulus Jemuin (KADES WEJANG MALI)

4, Ferdinandus Bagung (KADES RENDE NAO)

D ‘
6
7
8
9

Yoseph Danur (Toko Masyarakat)

. Mikael Nak ( Tu’a Teno Colol)
. Yohanes Ripin (Tua Golo Colol)
. Ambrosias Adar ( Tu’a Teno Biting)

. Aloisiusw Lchot (Tu'a Golo Biting)

10. Albertus Frans Teling (Toko Muda)
1. Komelis Basot,SH.(Dewan Paroki)
12. Kasmir Tagung (Toko Masyaralat)

+ Benyamin Handi
s Fransishus Beding
: Kasmir Tagung

s Frantalels Sudivmun

: Anton Safen

: Erik Sudatjaya

: Firmus Malbedi U:
: Yakobus Adil

jStijiloktobeﬂm}
s & ~i~ i
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Lampiran 4

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
BORONG
:
Agno . : DK.522/282.d/V1l/2013 Borong, 17 Juli 2013
Nomor  : Ek.522/381.C/VII/2013. " Kepada Yth.
Lampiran : 4(empat) lembar S
Perihal  : Surat Kesepakatan Bersama (Daftar terlampir)
Rekomendasi MUBES TWA Ruteng Masing-masing
Tingkat Kabupaten Manggarai Timur. ol :
Tempat

ADengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara-saudara Surat Kesepakamn' ‘
Bersama Tiga Pilar hasil Rekomendasi Musyawarah Besar (Mubes) TWA Ruteng
yang telah dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur -
dengan Balal Besar KSDA Nusa Tenggara Timur = yang dilaksanakan di Kisol
Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggaral Timur pada Tanggal 29 — 30 Mei
2013, untuk menjadi bahan pedoman daiam pelaksanaan tindak IanJutnya,
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.

Kami mengharapkan agar semua pihak dapat menaruh perhatian yang khusus
terhadap ‘réalisasi kesepakatan yang telah diambil, .agar upaya kita untuk
~menjaga dan melindungi kawasan hutan Taman Wisata Alam Ruteng demi
menunjang kesejahteraan hidup masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur
dapat termpal

Demikian dlsampaikén atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
1. Direktur Jenderal- Perli ndungan Hutan dan Konservasi-
Alam di Jakarta.
2. Kepala Balal Besar KSDA NTT di Kupang
3, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur
: di Borong.
4. Kepala Bidang KSDA Wilayah II di Ruteng.

s. Kepala Seksi Kanservasi Wilayah III di Bajawa.



Surat Rekomendasi MUBES Menuju Penerapan Pengelolaan TWA Ruteng berbasis Tiga Pilar

I R . X - B AWNR
mg???@?@ﬂ?PNFP"'@w""

DAFTAR NAMA PENERIMA

Tingkat Kabupaten Manggarai Timur.
{

YM. Bapak Uskup Ruteng
Romo Vikep Borong

pastor Paroki Mano

pastor Parokl Tanggar
Pastor Paroki Celol

Pastor Paroki Lawir

pastor Paroki Watu Nggong
pastor Paroki Elar

Pastor Paroki Mombok
pastor Paroki Lempang Paji
Pastor Paroki Wukir

pastor Paroki Mamba
pastor Paroki Mukun
Pastor Paroki Tillir

Pastor Paroki Mbeling
pastor Paroki-Sita

Pastor Paroki Nanga Lanang
pastor Paroki Torok Golo
Kepala Desa Golo Lobos
Kepala Desa Bangka Pau
Lurah Nggalak Leleng
Lurah Mandosawu

Kepala Desa Golo Nderu
Kepala Desa Wejang Mawe
Kepala Desa Rendenao
Kepala Desa Wejang Mali
Kepala Desa Pocolia

Kepala Desa Tango Molas
Kepala Desa Ngkiong Dora
Kepala Desa Colol

Kepala Desa Ururig Dora
‘Kepala Desa Compang Congkar’
Kepala Desa Compang Lawl
Kepala Desa Satar Nawang
Kepala Desa Haju Ngendong
Kepala Desa Rana Gapang
Kepala Desa Golo Munde
Lurah Lempang Paji :
Kepala Desa Wae Rasan
Kepala Desa Golo Linus
Kepala Desa Sangan Kalo
Kepala Desa Teno Mese
Kepala Desa Benteng Pau
Kepala Desa Golo Wuas
Kepala Desa Golo Nderu
Kepala Desa Golo Meni
Kepala Desa Mokel

Kepala Desa Benteng Riwu
Kepala Desa Waling

Kepala Desa Golo Lalong
Kepala Desa-Golo Leda
Kepala Desa Golo Meleng
Kepala Desa Gurung Liwut
Kepala Desa Golo Rutuk

17 ecmla Mann CAamerana Tahare
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Kepala Desa Bangka Kempo
Kepala Desa Sita

Kepala Desa Golo Loni

Kepala Desa Compang Lonl .
Kepala Desa Compang Kempo
Kepala Desa Bangka Masa
Kepala Desa Sano Lokom o
Kepala Desa Rondo Wolng

Kepala Desa Golo Ros

Kepala Desa Torok Golo

Kepala Desa Lalang

Kepala Desa Satar Lenda

Kepala Desa Udl

=i

" Tu'a Gendang Riton di Desa Teno Mese

Tu'a Gendang Nancur di Desa Teno Mese

Tu'a Gendang Mari di Desa Teno Mese

Tu'a Gendang Kajan dl Desa Teno Mese

Tu'a Gendang Kigit di Kelurahan Lempang Paji
Tu'a Gendang Munde di Desa Golo Munde )
Tu'a Gendang Congkar di Desa Compang Congkar
Tu‘a Gendang Lawi di Desa Compang Lawi

Tu'a Gendang Kate di Desa Urung Dora

Tu'a Gendang Ceos di Desa Urung Dora

Tu‘a Gendang Ngkiong di Desa Ngkiong Dora
Tu'a Gendang Racang di Desa Ngkiong Dora
Tu‘a Gendang Colol di Desa Colol

Tu‘a Gendang Tangkul di Desa Rendenao

Tu‘a Gendang Welu di Desa Wejang Mali

Tu‘a Gendang Biting di Desa Uluwae

_Tu'a Gendang Rewung di Desa Tango Molas

Tu'a Gendang Marang di Desa Tango Molas
Tu'a Gendang Uwu di Desa Wejang Mawe
Tu‘a Geridang Ndilek di Desa Wejang Mawe
Tu‘a Gendang Pongkor di Desa. Pocolla
Tu'a Gendang Maro di Desa Pocolia

. Tu'a Gendang Lamba di.Desa Golo Nderu
. Tu'a Gendang Nggari di Desa Golo Nderu

Tu‘a Gendang Kolong di Kelurahan Nggalak Leleng
Tu‘a Gendang Pau di Kelurahan Nggalak Leleng

Tu'a Gendang Tenda di Kelurahan Nggalak Leleng
Tu'a Gendang Bealaing di Desa Bangka Pau
Tu'a-Gendang Mano di Kelurahan Mandosawu

Tu‘a Gendang Laing di Kelurahan Mandosawu

Tu'a Gendang Lame di Desa. Golo Lobos

Tu'a Gendang Taga di Desa Golo Nderu (Kota Komba)
Tu'a Gendang Watu Nele di Desa Goio Nderu Kota Komba
Tu'a Gendang Rembong di Desa Golo Meni

Tu‘a Gendang Mokel di Desa Mokel

Tu'a Gendang Rakas di Desa Benteng Riwu

Tu‘a Gendang Wallng dl Desa Waling

Tu‘a Gendang Neceang di Desa Golo Lalong

Tu'a Gendang Rugu Nus di Desa Golo Leda -

Tu'a Gendang Lopa di Desa Golo Leda

Tu'a Gendang Gurung Liwut di Desa Gurung Liwut

_Tu'a Gendang Golo Meleng di Desa Golo Meleng

Tu'a Gendang Ntereng di Desa Compang Teber
Tu'a Gendang Landang di Desa Golo Rutuk
Tu‘a Gendang Pinis di Desa Bangka Kempo
Tu'a Gendang Lerang di Desa Golo Loni

Tu‘a Gendang Rebak di Desa Compang Loni
Tu‘a Gendang Wodo di Desa Compang Loni
Tu‘a Gendang Wakas di Desa Compang Kempo
Tu'a Gendang Niang Sita di Desa Sita



119,
120,
121,
122,
123,
124,
125,
126.
427,
128,
129,
130,
131,
132,
133,
134,

135.

Tu'a Gendang Racang di Desa Sita
Tu'a Gendang Wancang di Desa Sta _
Tu'a Gendang Lebat Wae Nara di Desa Bangka Masa
Ti'a Gendang Lebat Wae Weta df Desa Bangka Masa
Tua Gendang Rama dl Desa Bangka Masa

Tu'a Gendang Neaur di Desa Sano Lokom

Tw'a Gendang Colol di Desa Rondowolng (Ranamese)
Tw'a Gendang Pupung d Desa Rondowoing

Tu'a Gendang Golo Ros di Desa Golo Ros

Tu'a Gendang Lalang di Desa Lalang

Tu'a Torok Golo d! Desa Torok Golo

Tu'a Géndang Satar Lenda di Desa Satar Lenda

Tu'a Gendang Lid! di Desa Lidi
STKIP St. Paulus Ruteng
STIPAS St. Sirllus Ruteng
Kasmir Nggaro

Aqustinus Kano Umak

519580513 198603 1,022
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MUSYAWARAH BESAR PENERAPAN KOLABORASI

TAMAN WISATA ALAM RUTENG BERBASIS TIGA PILAR

TANGGAL 29 - 30 ME|{201 3, MANGGARAI TIMUR
'KESEPAKATAN BERSAMA TIGA PILAR

PENGELOLAAN BERSAMA TAMAN WISATA ALAM RUTENG

DI MANGGARAI TIMUR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada han =
Kamis Tanggal 3G Mei 2013, bertempat di Aula Arnoldus, Kisol, Manggarai Timur,
telah dilakukan Musyawarah Besar (Lonto Leok) Tiga Pilar yang dihadiri perwaidian
dari unsur-unsur Tiga Pilar, yaitu pimpinan adat, agama, pemerintah (Pemerint=h
Kabupaten Manggarai Timur dan Balai Besar KSDA NTT), menyepakati dengan
mufakat hal-hal sebagai berikut:

1.

Hutan dan segala isinya yang ada di Taman Wisata Alam Ruteng merupakan
aset bersama masyarakat Manggarai Timur sehingga kelestariannya jug=
menjadi hak dan tanggung jawab bersama unsur-unsur tiga pitar;

Permasalahan yang menjadi prioritas bersama adalah sebagai berikut:

a. Tapal Batas ; '

Peta kawasan TWA Ruteng akan didistribusikan pada sefiap desa ¢an
gendang, terutama peta wilayah yang sesuai dengan wi=y=h
desal/gendang yang bersangkutan; !

Melakukan peninjauan kembali dan/atau rekonstruksi tapal batas TWe&
Ruteng, terutama pada daerah Gendang yang tumpang tindii dengan
TWA Ruteng, dengan melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hut=n
(BPKH) Wilayah XIV, BBKSDA NTT, Pemda, dan Masyarakat Adat gar
Gendang terkait.

b. Perambahan TWA Ruteng

iii.

c. Lem

iii. -

BBKSDA dan/atau Dinas Kehutanan - Kabupaten Manggarai Timur
meningkatkan patroli untuk mengamankan kawasan, bersamssama
dengan unsur-unsur Tiga Pilar;
Melakukan rehabilitasi kawasan - TWA Ruteng yang rusak =witas
perambahan dengan mengedapankan masyarakat schagal peEeL
utama yang difasilitasi oleh BBKSDA NTT, Dinas Kehutanan Kasumet=n
Manggarai Timur, dan Balai Pengelolaan Daerah aliran Sume= =5
DAS) Benain Noelmina Kupang; .
Intensifikasi pertanian, inovasi teknologi pertanian/pef=tum=r.
diversifikasi pertanian/perkebunan dengan dukungan dinas ==t &
Kabupaten Manggarai Timur.
ahnya Lembaga Adat o
Penguatan kelembagaan adat secara teknis melalui pelatihan-os=ties
dan secara hukum melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupeten
Manggarai Timur, =~ : ;
Mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai budaya dan kearifan fradisional
Manggarai yang telah ada selama ini, dalam kehidupan sehari-hart
Mendokumentasikan pengetahuarn dan nilai-nilai budaya sesia k==an
tradisional Manggarai untuk kepentingan pewarisan budaya k=pacs
generasi muda. : i

/d. Rngi

Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama Taman Wisata Alam Ruteng di Manggarai Timur
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d. Rendahnya pendapatan masyarakat

i, Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan, penyuluhan, dan
membangun percontohan di desalgendang/gereja oleh dinas-dinas
terkait di Kabupaten Manggaraj Timur; =

i. Membentuk koperasi masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah
produksi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, dengan dukungan dinas-
dinas terkait di Kabupaten Manggarai Timur,

ji. Memberikan dukungan sarana prasaraia antara lain bantuan Sbi
unggul tanaman komoditas, temak, dan Unit Psngolahan Hasd

_ berdasarkan kajian teknis kelayakan.

3. Pendekatan Tiga Pilar perlu mendapatkan payung hukum dan legitimasi daiam
bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur;

4, Sosialisasi dan penyuluhan terpadu secara berkelanjutan mengenai konsenvast
kehutanan, pertanian, perkebunan, dan kelembagaan adat dengan
menggunakan mekanisme tiga pilar di desa/gendang sekitar kawasan TWA

. Ruteng; : N

5. Pengembangan potensi TWA Ruteng, solusi permasalah dan pencegahan dan
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam - pengelolaan TWA Ruteng,
akan dan harus diselesaikan melalui mekanisme Lonto Leok yang melibafican
unsur-unsur tiga pilar. :

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan pikiran ‘jernih‘dan hati terbuka, demi
kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar TWA Ruteng.

Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama Taman Wisata Alam:‘ Ruteng di Manggarai Timur



